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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Kota
Surabaya mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Ikan Bulak yang
terletak di Kelurahan Kedung Cowek. Selain itu, penelitian ini juga ingin
mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan mempelajari cara mereka
berinteraksi saat menjalankan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data didapatkan
melalui wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen dengan melibatkan
pemerintah, pedagang kaki lima, masyarakat setempat, serta pihak-pihak lain yang
mendukung.

Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran
sebagai pengatur, pembantu, dan penengah dalam proses penataan Pedagang Kaki
Lima (PKL) dengan cara yang persuasif dan mengakomodasi kebutuhan. Orang-
orang yang terlibat dalam proses penataan terdiri dari Dinas Koperasi dan UKM,
Satpol PP, kelurahan, pedagang kaki lima, masyarakat setempat, paguyuban
pedagang, dan kelompok nelayan. Cara orang-orang berinteraksi menunjukkan
adanya kerja sama, meskipun pemerintah masih menjadi pihak yang paling
berpengaruh dalam mengambil keputusan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan
penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih mengalami beberapa kendala, seperti
turunnya pendapatan para pedagang, kurangnya promosi untuk Sentra Ikan Bulak,
dan adanya penolakan dari sebagian pedagang terhadap pemindahan lokasi.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di
Kelurahan Kedung Cowek sudah mencerminkan praktik pemerintahan kota yang
melibatkan banyak pihak, tetapi pelaksanaannya masih lebih bersifat dari atas ke
bawah.

Kata Kunci: peran pemerintah, pengelolaan kota, pedagang kaki lima, pelaku
lokal, Sentra Ikan Bulak.
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ABSTRACT

This study aims to analyze how the Surabaya City Government manages
Street Vendors (PKL) at Sentra Ikan Bulak located in Kedung Cowek Village. In
addition, this study also seeks to identify the actors involved and examine the
interaction patterns among them in implementing the policy. This research uses a
qualitative method with a case study approach. Data were collected through
interviews, observations, and documentation involving the government, street
vendors, local communities, and other supporting actors.

The results of the study show that the Surabaya City Government acts as a
regulator, facilitator, and mediator in the process of organizing Street Vendors
(PKL) through persuasive and accommodative approaches. The actors involved in
the arrangement process include the Department of Cooperatives and SMEs,
Satpol PP, village authorities, street vendors, local communities, vendor
associations, and fishermen groups. The interaction patterns among actors indicate
a collaborative relationship, although the government remains the dominant actor
in decision-making. In its implementation, the street vendor arrangement policy
still faces several obstacles, such as declining vendor income, limited promotion
of Sentra Ikan Bulak, and resistance from some vendors toward relocation. This
study concludes that the arrangement of Street Vendors (PKL) in Kedung Cowek
Village reflects the practice of urban governance involving multiple actors,
although its implementation still tends to be top-down.

Keywords: government role, urban governance, street vendors, local
actors, Sentra Ikan Bulak.
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